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o PEMAHAMAN teptang otonomi daerah di
Indonesia sangat dipengaruhi oleh konfigura-
si-politik dan semangat demokrasi pada sam
kurun waktu tertentu. Pada masa pascakemer-
dekagn,otonomi yang seluas-luasnya tercan-
tm dalam UU No. 1/1945, UU No. 22/1948
sampai UU No. 1/1957. Memasuki masa De-
mokmasi Terpimpin olonomi yang berlaku
berubah menjadi otonomi yang realistis.
Menapak Orde Baru, otonomi yang termakiub
dalam UU No. 5/1974 dittikberatkan pada
ctonomi yang nyata, dinamis, dan bertang-
gungjawab. Pemahamannya memang benar-
benar telah bergeser karena konfiguiasi poli-
ik di mana sekarang ABRI bersama birokrasi
menjadi-aktor dominan dalam proses politik.
Titik berat otonomi selama ini lebih terfe-
tak -pada tanggungjawab. Penonjolan tang-
gungjawab disertai dengan pendekatan
keamanan: Mungkin karena pengalaman
traumatis masa-masa pascakemerdekaan ke-
mudian melekat dalam filosofi otonomi
daerah tersebui. Esensi tanggung jawab iru
mestinya sudah mulai dikurangi apalagi pem-
bingan teritorial yang dilakukan ABRI dan
proses komunikasi darl Pusat ke Daerah
sekarang sudah sangat baik. Komitmen kepa-
da negara-bangsa jelas merupakan mntutan
mutlak, namun tidak lantas diwujudkan
dalam pengadilan tanggungjawab otonomi.
Otonomi itu dapat difbaratkan seperti
bermain layang-layvang. Kewenangan diberi-
kan kepada Daerah tetapi kendali tetap
dipegang pemerintah Pusat. Layang-layang

Pemahaman olonomi daermh sejak d;lber.
lakukannya UU No. 5/1974 sampai sekarang
belum berubah secara substantif. Pemahaman
tentang otonomi daerah selama 21 hun ter-
lihat selalu dikaitkan dengan berapa uang
daerah yang bisa clieksploitasi atau berapa
perseniase Pendapatan Asli Daerah terhadap
RAPEBD. Sehingga, secara kasar, olonomiida:
erah selalu dikaitkan dengan "auto—m'on;ey i
Kalau filosofinya demikian, maka tidak-ada
perubahan yang subsmntif.

Otonomi sebenarnya lebih mengarah
pemberian tugas belaka kepada dinas-dinas
di 26 kabupaten percontohan, bukan kepada
perubahan. pemahaman makna otonomi.se-
benarnya. Seharsnya otonomi dilihat dari
beberapa dimensi. Pertama, otonomi harus
dikaitkan dengan peningkaian kapasitas atau
demokratisasi kehidupan politik. Mengapa
demokratisasi? Karena dengan demikian di
daerah pun akan terbentuk lembaga-lembaga
demokrasi, termasuk dewan perwakilan rak-
tai, atau iembaga lembaga pemermtahan
yang memungkinkan masyarakat di daerah
turmit berpartisipasi, Kedua, yang selalu men-
jadi tema, otonomi dalam rangka meningkat-
kan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerinizhan daerah. Ketiga, otonomi dalam
rangka mendukung satu negara-bangsa (m-
Hon-state) Indonesia.

Ternyata yang terjadi bukan seperti ke~
tiga hal tersebut.  Seharusnya filosofi otono-
mi berkaitan dengan potensi dan sumber

U’.d.i}d.t ;Jcigﬂﬁid%& \‘:}wbud; dCilgcﬁ.}i dﬁld&ﬂlyd g Lo
angin dengan menggall atan mengeksplolasi
putenst daerah, tapl kendali tetap dipegang
oleh pemeriniah pusat. Karena i saya tidak
percaya otonomi berdampak disintegralistis.
Malahan sebaliknya sentralisasi akan dap'u
berdampak disintegralistis.

daeratr-diabahr-dengarrotonomi-yang et
kan seberapa besar kewenangan vang bisa
dimiliki daerah. Apakah daerah memiliki
wewenang, misanya, merekrol bupai atau
walikota. Selama ini perekrutan aparat selalu
ditentukan oleh Pusat, Sekwilda di drop awu
diatur lewat mekanisme SK yang dikeluarkan
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Pusa:: Sedangkan salah saw kunc1 otonomi
adalah rekrutmen.’ ‘Bagaimanipun  juga
daerahlah yang paling tahu' masalah dan po-
tensi‘sumberdaya -manusia: yang mereka
miliki:"Kewenangan yang dimiliki® akhirnya
merpunyai dampak terhadap efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan’ pemenntahan ch
daerah

Dengan filosofi yang ada sekamng sebe-
narnya daemh’ tidak diberikan kewenangan
apapua. Kewenangan yang diberikan sangat
terbatas kepada pemberian‘tugas belaka:
Karéna #tu pula oténomi ‘haris dikaitkan de:
ngan 'discretionary powers, ‘seberapa besar
kewenangan yang dimiliki oleh daerahi untuk
mengeksploitasi potensinya sendiri.' Pemerin-
tah pusat bertugas lebih ‘pada pengawasan
Jadi, ‘daerah bisa mengeksploitasi apa saja
kecuali yang berkaitan dengan masalah
Hankam, politik luar negeri, peradﬂan dan
moneter. '

“Daerah-daerah yang potensi ekonominya

Dengan otonomi mereka’ pun
bisa” mengeksplmtas; potensi
* miereka lewat jalur Swasta: i{{aiau
“ persoalannya’ vang, hal ju _
“jadi ianggung jawab pemenn_"'h
© “pusat uniuk’ memberikan stibsidi
- sebagaa imbalan kepada daerah
Syang menjaiankan wgas
'yang ‘sehdrusnya menjadi
'-'pemeriﬁtéh pusat. i i
“Karena itu sudah’ waktunya

“kaitkan juga dengan kapasztas
“budget-di tingkat lokal Daerah
“tidak harus mengajukan DIP ge:
“tap tahun tetapi otomatis .merev
‘ka ‘menerima’ subsidi dari ‘péme-
“rintah pusat. ‘Di Tuar it ‘mereka
dapat mengajukan ke Pusat;‘mi-
salnya, bilaiada’ proyek tertentu
yang hendak ‘mereka ‘bangun.
Sehingga dana yang dikucurkan

ndak harus dikaitkan dengan berapa poten51
Pendapatan ‘Asli Daerah. &

""Pemberian otonomi juga hams dnmbang:
dengan mekanisme legislatif. ‘Perwakilan-per-
wakilan'rakyat di daerah harus secara maksi-
mal mengeksploitasi kepentingan daerahnya
di' Jakarta. Anggota DPR pusat yang berasal
dari daerah-harus mencard uang untuk-da-
erahnya. Dia mencari atau mendukung ‘pro-
yek mana-dan melobi untuk mencari uarig
dengan memasukkannya ke dalam APBN

“Persoalannya sekarang bagaimana “mau
melaksanakan otonomi sesuai dengan arma-
nah PP 45/92, di mana ttik berat otonomi
adalah daerah tingkat II. Yang kemudian
muncul ‘memang “tarik tambarng bagi rezeki"
aniara Daerah tingkat I dan Daemah tingkat 0.
Mekanisme apa yang bisa mengatur supaya
perscalan itu dapat diselesaikan dengan baik?
Bagaimana nasib daemah tingkat I terutama
dari dimensi PAD? Beberapa pajak yang se-
cara potensial sangat menguntungkan Dati'T,

Ter T aaa - G H GG, Tl i JigE mehs
jaci kurang bijaksana. Tidak ada safu negara
pun di dunia’ yang bisa sepenuhnya me-
menuhikebutchannya sendiri. Beberapa
k'abupaien di NTT, NTE dan Idan Jaya misal-
nya, yang kumang mengunmingkan secara
ekonomis patui pula diberikan otonomi.

misainya; Pajpk fendaraan Bermotor {(BKB),
kalau diserahkan pada kabupaten tent'unyé
akan sangat posmf Tetapi Dati [ akan meng-
alami keragian yang besar. Bagaimana 51kap
pemerintah pusat dengan perscalan ini, se-
mentara pemeriniah’ Datl 11 hanva diberi pa-
jak "kering® seperti pajak radio, pajak kén-
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daraan tidak bermotor, pajak anjing, pajak
kuburan mewah, dan lain-lain? Biaya pemu-
ngutannya saja malah jauh lebih tinggi da-
pada hasil yang diperoleh. Otonomi yang di-
ikuti dengan pemberian kewenangan men-
jadikan daerah dapat lebih leluasa mengelola
semua. potensi yang. dimilikinya. Daesah da-
pat. menemukan sekaligus menentukan mata
pajak ‘atau retrbusi bary, tidak harus ditentu-

kan atau disahkan oleh Mendagri, teiapr_'

cukup dengan Peraturan Daerah saja.

. Tidak.ada pengaruh globalisasi sehingga
Indones;a melakukan otonomi daerah. Artiz

nya, apakah proyek investasi bisa langsung
diadakan di-daerah mungkin tidak semudah
it karena bagaimanapun juga Menten Koor-
dinator ‘Penanaman Modal akan tetap ber-
peran..Daerah. tentu tidak akan diberi kewe-
nangan melaksanakan kredit luar negesi. atau
kebijaksanaan perdagangan luar negeri. Pro-
seduy birokratisasi mulai dari investor asing,
BKPM, BEPMD, tidak bisa dilewati begitu
saja,  Artinya, investor dari Taiwan tidak bisa
langsung menanam modalnya membangun
pabrik semen di Kupang. Dia. tetap harus
mendapat clearence dar Jakaita. _

- -Bergemanya otonomi merupakan akibat
dan munculnya kesadaran baru, terutama di
kalangan birokmasi yang didukung oleh ang-
lratan. bersenjata. Kesadaran tersebut melihat
jauh ke depan bahwa kecenderungan sential-
istis. lebih berbahaya ketimbang otonomi.
Apalagi dengan negam kepulauan seperd In-
donesia_yang memiliki berbagai kardkteristik
yang sangat menarik dard Aceh sampai Idan.
Dengan pemberian otonomi terkendali, de-
ngan adanya pembinaan teritorial ABRI,
maka lebih menguntungkan kepentingan in-
-tegrasi nasional dalam jangka panjang ketim-
bang kecenderungan sentralistis.

Kemampuan organisasi dan personil di
daerah yang relatif lemah akan semakin
diberi tambahan beban oleh otonomi, hal ini
juga merupakan filosoft yang keliru. Beban

rakyat jangan industr atau periamban

'makax filosofi- yang 'dikaitkan de

-mungkin. Mereka harus diberi keper
- ‘dan kewenangan sehingga mereka

wisata. Berikan pula kabupaten ini kerajinan.

Otonomi tidak™ akan terwujud ji
menunggu: potensr aparat atau penin

mua. Apakah harus menunggu makm
hulu baru kemudian dlben otonomi?: A
SDM _dx daerah harus Tulusan SESPA? It

mengeksplotasi sumberdaya mereka se
mal mungkin. Contohnya, bmk'_ml_a_h
patan seluas-luasnya kepada Gunung
untuk berotonomi sehingga tidak mué

kan dengan Slemar.
Sudah waktunya beberapa pasal™

pemenmah daerah texdm dari bupati kepala:
daerah bersama DPRD sebenarnya secara ti-
dak langsung menempatkan lembaga legisla-
tf pada posisi yang subordinat terhadap. ek-
sekutif. Pemerintah daerah harus terdiri :dari
dua bagian yang sudah umum yakni legislatif
dan eksekutif; dua kekuasaan yang terpisah
tetapi ternyata kemudian dijadikan sam. ; Bu-
pati atau gubernur akhirnya menjadi jauh.Je-
bih menonjol daripada DPRD tingkat 11 dan
DPRD tingkas 1.

Dengan pemberlakuan otonomi daerah
hal ini tidak akan terjadi hubungan "lang-
sung" dari bupati ke presiden, asalkan masa-
tah lain turut pula dibenahi. Gubernur adalah
penguasa tunggal di daerah tingkat [, maka
pembenahan lainnya seperti wewenang lem-
baga legislatif Tingkat I dan Tingkat II harus
dilakukan. Posisi Gubernur sampai sekarang
masih tetap sangat kuat. Daerah dipersilakan
melakukan migas-tugas tertentu kemudian di-
angkat kepala-kepala dinas. Saya khawatir
kewenangan DPRD nanti harus menunggu
persetujuan gubernur bahkan peraturan
daerah harus disahkan oleh pemerintahan

yatig cibertkan mestinyaisesouticarr dengmn
kapasitas mereka. Kalau beban mereka hanya
lima lantas diberi sepuluh tentunya hal itu
adzlah ddak pada tempatnya. Berikanlah oto-
nomi dalam pengelolaan bidang pariwisata
untuk sebuah kabupaten, misalnya, di NTB
yang mempunyai potensi dalam bidang pari-

dlasamlyd. SepdnEng mekanisme (it belum
berubah jangan diharapkan ada perubahan.
Remungkinan muncal "raja-raja” kecil me-
mang menjadi kekhawatiran beberapa pihak.
Kalau otonomi tidak terkendali, bupati bisa
saja menjadi "raja-raja” kecil di daerah bahkan
betul-betu! menjadi penguasa. Mereka bisa
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- mempergunakan uang dari Pusat Lembaga_ _

bxsa berjaian dan kekhawamran nﬁmcufnya
' "ra}a -raja” kecil tidak beralasan. Sepanjang

0 '.ﬁmgs;. media massa. dan kontrol masyarakat

'--1".:'dang-undang Pemmbangan Keuangan mem-'
pakan sebuah konsep yang berkembang se-. .

gap aka mengembahkan pemahaman yang

liberalistis. Tni adalahi ‘persoalan “psikologis.
Karena undang-undang perimbangan ke-
vangan merupakan warisan periode demo-
lerasi liberal, pemenntah tentu berpikir pan-
jang untuk membawa kembali persoalan
tersebut pada periode sekarang. Selain i,
pemberlakuan perimbangan keuangan akhir-
nya zkan mengganti mekanisme dana Inpres
yang telah mapan. Mekanisme dana Inpres
yang dianggap sudah beralan selama 20 ta-
hun sangat disenangi daerah. Untuk apa lagi
mempercayakan masalah perimbangan ke-
uangan, kalau dengan dana Inpres : sudah ter-
selesaikan. .

Penerapan ‘model percontohan otonomi

- .daerah. -merupakan langkah yang bijaksana. -
Apakah otonomiyang diberlakukan betul-

betul .membawa manfaat positif ketimbang
mekan;sﬁm v'mo telah hgf}gﬁw &bcmna

cani studi eksperimentasi.
- “Sifat_otonomi, sebaiknya terkendalj
ngendalmya adalah’ komitmen pada

“ kesatuan dan’ peml:nmqn teritorial ABRl:*"‘Dua'ﬂ_
pengendalian inilah kunci sangat utama. Jus-

teru sudah lama berkembang pemikiran ke-
mungkinan penambahan daerah otonom,
terutama daerzh tingkat 1. Memang akan sa-

ngat lebih efekiif kalau beberapa propinsi

yang ada sekarang dipecahkan menjadi be-

berapa propinst lagi. Hal ini akan mermpe--

ngaruhi tingkat kesejahteraan masyarakas.
Irian Jaya, misalnya, sesuai dengan karakier
alam dan masyarakatniya bisa dijadikan mini-
mal tiga propinsi. Dengan satu propinsi se-
perti sekarang, Irian Jaya, yang besarnya 4
kali pulau Jawa, kurang efektil dalam me-
ngeiola sumberdaya yang dimiliki. Mungkin

. beberapa propinsi di Kalimantan juga sudah

waktunya dipecah menjadi beberapa
propinsi. Konsekuensinya adalah penamba-
han jumlah kabupaten. Uniuk jangka pendek

keputusan itu mungkin berat karena ang-

garan: finansial yang besar, tetapi dalam

: }angka panjang akan lain sama sekali.

Pengh'ipusan daerah tingkat I tampaknya

tidak realistis'karena ridak sesuai dengan ide

otono_m;_ dari segi organisasi. Begitu pula
dengan satu_pulau ‘satu.propinsi sama sekali
tidak realistis. -Satu propinsi harus menjadi
satu wilayah pembangunan. Akan bertolak
belakang dengan ide efisiensi dan efekti 'tas
penyelenggaraan pemerintahan sebagai:
desentralisasi di daemh kalau samu pulau
pmpms;

Pemahaman bahwa kepala daerah harus

putera daerah yang selama ini berkembang

layak dikurangi. Sudah 50 tahun merdeka,
tetapi kalau pemahaman kita masih berkisar
putera. daerah harus menjadi pejabat di
daemah tentu tidak relevan iagl Pembinaan

teritorial yang dilakukan angkatan bersenjama .

sudah sangat berhasil. Apakah saya sebagai
putera daerah harus menjadi yang paling

- taha dpncmn masalah, MT@,@&W&,@@@M““

hal ini memang butuh wakte untuk meng-
avaluasi, mininal 3 tahun arau bahkan sam
Pelita. Mekanisme evaluasi juga harus jelas
dan transparan. Siapa evaluatornya? Apakah
pemerintah sendiri ataukah institusi lain, mi-
salnya, perguruan tinggi — karena ini sema-

perwira ABRE yang sudah tama menetap dan
Julltime di sita? Saya menolak konsep yang
mengatakan, bahwa ‘pejabat daerah harus
putera daerah. Sekali lagi, tidak ada artinya
50 mahun kemerdekaan kalau pemahaman
tersebu tidak berubah.@ .
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